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INILAH REKOMENDASI DPRD SUMBAWA TERHADAP LKPJ KEPALA 

DAERAH TAHUN 2020 

 

Sumber: Kaltim.prokal.co 

 

Sumbawa Besar (Suara NTB) – Setelah penyampaian laporan Pansus, DPRD Sumbawa 

mengeluarkan Keputusan tentang rekomendasi DPRD terhadap Laporan Keterangan 

Pertanggung Jawaban (LKPJ) Kepala Daerah tahun 2020. Yang dibacakan Sekretaris DPRD 

Sumbawa, H. Amri M.Si, dalam paripurna Kamis, 15 April 2021. 

Terdapat 15 poin rekomendasi tersebut. Yakni pertama, terkait dengan pengelolaan Pendapatan 

Daerah, capaian Pendapatan Asli Daerah dimasa Pandemi memiliki ketahanan sehingga dapat 

menopang pembangunan. Disaat terjadinya refocusing anggaran transfer pemerintah pusat. 

DPRD mendorong peningkatan PAD melalui pembenahan tata kelola pendapatan dengan 

pemanfaatan teknologi dalam pembayaran dengan seluruh stakeholder terkait. Serta penerapan 

transaksi non tunai berupa e pajak dan e-retribusi. 

Kedua, terhadap pelaksanaan belanja Daerah, DPRD meminta Pemerintah Daerah untuk selalu 

berpedoman pada prinsip penganggaran belanja daerah berbasis kinerja yang berorientasi pada 

pencapaian hasil input yang direncanakan. Belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan 

strategi pembangunan yang telah ditetapkan pada upaya peningkatan pelayanan dasar, penguatan 

ekonomi lokal dan pengembangan inovasi. Oleh karena itu proporsi anggaran masing masing 

layanan tersebut harus dapat dijaga. 

Ketiga, DPRD mendukung Program Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS). Terlebih 

saat ini Kabupaten Sumbawa menghadapi wabah Pandemi Covid-19. 

DPRD meminta Pemerintah Daerah agar memberikan anggaran yang memadai dalam 

pelaksanaan tugas dan fungsi Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di Kabupaten 

Sumbawa sampai tingkat desa. 

Terhadap rencana pembangunan Jalan Lingkar Utara Alas, terdapat permasalahan status jalan 

yang masih belum memiliki status. Oleh karena itu Pemerintah Daerah dapat mengusulkan 

perubahan status jalan tersebut menjadi Jalan Nasional sehingga pembiayaannya dapat 
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diupayakan melalui APBD Provinsi maupun Dana Alokasi Khusus. Kelima, DPRD mendorong 

Pemerintah Daerah untuk memperbaiki kualitas jalan Kabupaten yang rusak parah atau masuk 

dalam kategori kritis dan merupakan jalan potensial dan strategis. Terutama yang terletak di 

daerah terisolir, seperti ruas jalan Batulanteh–Tepal, Sampa–Ai Ngelar. Diharapkan kepada 

Pemerintah Daerah agar dapat mengintensifkan komunikasi dan koordinasi dengan Pemerintah 

Daerah Provinsi NTB untuk segera memperbaiki jalan tersebut. 

Keenam terhadap keberlanjutan Restotasi Istana Sultan Sumbawa (Istana Bala Putih/Wisma 

Praja Kabupaten Sumbawa) agar segera dituntaskan proses pembangunan dan finishingnya. 

Mengingat fungsi dan makna keberadaan Bangunan Cagar Budaya tersebut sangat penting dalam 

membangun spirit Tau dan Tana Samawa. Ketujuh, terkait dengan penyelenggaraan urusan 

Pendidikan, DPRD meminta Pemerintah Daerah agar tetap mempertahankan kualitas pendidikan. 

Meski proses belajar mengajar tidak dapat digelar secara tatap muka selama masa Pandemi-19. 

Namun proses Belajar Dari Rumah (BDR) harus tetap dimaksimalkan dengan berbagai motede 

pendidikan jarak jauh atau Daring, dengan mengunakan aplikasi teknologi. 

Kedelepan, terkait dengan Pembangunan Ruang Belajar yang belum tuntas DPRD meminta 

Pemerintah Daerah agar pembangunan tersebut dilanjutkan disertai dengan tenaga pendidik yang 

memadai, baik jenjang SD, SMP dan SKB. Keberadaan guru PNS sangat penting dalam 

menyukseskan program belajar dan memberikan semangat bagi Peserta didik dan tenaga 

kependidikan lainnya yang masih berstatus honor. 

Kesembilan, DPRD mendorong keberlanjutan pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah 

(RSUD) di eks Balai Benih Utama Sering Kecamatan Untir Iwis. Pembangunan RSUD telah 

menjadi komitmen bersama antara DPRD dan Pemerintah Daerah, guna memberikan pelayanan 

kesehatan yang lebih optimal bagi masyarakat di masa yang akan datang. Untuk itu, DPRD 

meminta Pemerintah Daerah agar berkoordinasi dan berkonsultasi secara intens dengan 

Pemerintah Pusat melalui Kementerian Kesehatan terkait keberlanjutan pembangunan RSUD 

tersebut, khususnya menyangkut anggaran yang dapat digelontorkan dalam pembangunan 

Rumah Sakit baik fisik maupun peralatan kesehatannya, sehingga keberadaan Gedung yang 

sudah dibangun dapat segera dimanfaatkan untuk pelayanan kesehatan masyarakat, selain 

sebagai tempat perawatan dan isolasi pasien Covid-19. 

Kesepuluh, terrkait dengan belum tuntasnya pembangunan dan maksimalisasi pemanfaatan 

gedung kesehatan (Puskesmas) yang ada di kecamatan, DPRD mendorong agar dianggarakan 

kembali dengan pengawasan yang ketat agar anggaran tersebut dapat digunakan dengan baik dan 

benar. Dan untuk bangunan yang pemanfaatannya belum difungsikan dengan baik yang 

disebabkan fasilitasnya terbatas, agar semua fasilitas tersebut segera dilengkapi sehingga dapat 

dimanfaatkan untuk memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat di desa. 

Kesebelas, terhadap realisasi belanja, DPRD meminta kepada Pemerintah Daerah untuk 

meningkatkan pengawasan. Kecendrungan realisasi Belanja OPD menumpuk di akhir tahun atau 
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Triwulan ketiga, yang tidak maksimal. Oleh karenanya Tender atas pelaksanaan Barang dan Jasa 

dilakukan lebih awal untuk mengantisipasi hal hal yang di luar kemampuan seperti wabah dan 

bencana alam. 

Keduabelas, terkait dengan pelaksanaan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Peran 

dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) sangat penting terutama di masa Pandemi 

Covid-19. DPRD mendorong Satpol PP untuk terus melakukan penertiban masyarakat terutama 

dalam penegakkan protokol kesehatan untuk menjamin perlindungan masyarakat dari penularan 

Covid 19. 

Ketiga belas, DPRD mendorong Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif 

Usaha Kecil dan Menengah melalui penyelenggaraan kemitraan, Temu Usaha, peningkatan 

informasi UMKM serta mengoptimalkan pembinaan dan pendidikan bagi Calon Wirausaha dan 

Tenaga Kerja dalam Program Kartu Pra Kerja, sebagai upaya untuk mendorong perekonomian 

masyarakat di tengah Pandemi Covid-19. 

Keempat belas, terkait dengan ketahanan pangan, DPRD meminta Pemerintah Daerah agar 

mengembangkan potensi lokal dan diversifikasi pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan 

pangan. Ketersediaan pangan dan Tanaman Obat dapat membantu memenuhi kebutuhan pangan 

sehari-hari masyarakat. DPRD mendorong Pemerintah Daerah untuk sigap dan tanggap terhadap 

kondisi rawan Pangan dengan menjamin ketersediaan pangan, akses pangan, dan pemanfaatan 

pangan. Seperti halnya ketika terjadi wabah penyakit diharapkan dapat mengontrol harga pangan 

yang menguntungkan petani, dan stok pangan tetap aman. 

Kelima belas, terhadap seluruh catatan, kritik, saran dan masukan Panitia Khusus DPRD menjadi 

bagian yang tidak terpisahkan dari rekomendasi ini agar dapat menjadi perhatian bagi 

Pemerintah Daerah demi suksesnya pembangunan yang berkelanjutan di Kabupaten Sumbawa. 

(arn) 

 

Sumber berita: 

1. https://www.suarantb.com/inilah-rekomendasi-dprd-sumbawa-terhadap-lkpj-kepala-daerah-

tahun-2020/, Diakses 29 Mei 2021 

2. https://beritasumbawa.com/2021/04/15/pansus-dprd-sumbawa-sampaikan-laporan-atas-lkpj-

bupati-tahun-anggaran-2020/?amp, Diakses 29 Mei 2021 

3. http://www.dprd-sumbawakab.go.id/parlementaria/181/sidang-paripurna-dprd-kabupaten-

sumbawa-penyampaian-lkpj-bupati-sumbawa-tahun-2020-tahun-sidang-2021/, Diakses 29 Mei 

2021 

 

Catatan: 

https://www.suarantb.com/inilah-rekomendasi-dprd-sumbawa-terhadap-lkpj-kepala-daerah-tahun-2020/
https://www.suarantb.com/inilah-rekomendasi-dprd-sumbawa-terhadap-lkpj-kepala-daerah-tahun-2020/
https://beritasumbawa.com/2021/04/15/pansus-dprd-sumbawa-sampaikan-laporan-atas-lkpj-bupati-tahun-anggaran-2020/?amp
https://beritasumbawa.com/2021/04/15/pansus-dprd-sumbawa-sampaikan-laporan-atas-lkpj-bupati-tahun-anggaran-2020/?amp
http://www.dprd-sumbawakab.go.id/parlementaria/181/sidang-paripurna-dprd-kabupaten-sumbawa-penyampaian-lkpj-bupati-sumbawa-tahun-2020-tahun-sidang-2021/
http://www.dprd-sumbawakab.go.id/parlementaria/181/sidang-paripurna-dprd-kabupaten-sumbawa-penyampaian-lkpj-bupati-sumbawa-tahun-2020-tahun-sidang-2021/


Catatan Berita Tim UJDIH BPK Perwakilan Provinsi NTB 2021/BLES  4 

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan 

Pemerintah Daerah: 

 Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat LPPD adalah 

laporan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat yang memuat 

capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelaksanaan tugas pembantuan 

selama 1 (satu) tahun anggaran (Pasal 1 angka 1). 

 Laporan Keterangan Pertanggungjawaban yang selanjutnya disingkat LKPJ adalah laporan 

yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Dewan Perwakilan Ralryat Daerah yang 

memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menyangkut pertanggungjawaban 

kinerja yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran (Pasal 1 

angka ). 

 Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat 

RLPPD adalah informasi yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat yang 

memuat capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun 

anggaran (Pasal 1 angka 3). 

 Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat EPPD adalah 

evaluasi yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah provinsi dan 

Pemerintah Daerah kabupaten/ kota dalam rangka penilaian kinerja penyelenggaraan 

pemerintahan daerah (Pasal 1 angka 4) 

 Laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah meliputi (Pasal 2): 

a. LPPD; 

b. LKPJ;  

c. RLPPD; dan 

d. EPPD. 

 Ruang lingkup LKPJ meliputi (Pasal 15): 

a. hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang 

dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah; dan 

b. hasil pelaksanaan tugas pembantuan dan penugasan. 

 Hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan meliputi (Pasal 16): 

a. capaian pelaksanaan program dan kegiatan serta permasalahan dan upaya penyelesaian 

setiap urusan pemerintahan; 
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b. kebijakan strategis yang ditetapkan oleh kepala daerah dan pelaksanaannya; dan 

c. tindak lanjut rekomendasi Dewan Perwakilan Ralryat Daerah tahun anggaran sebelumnya. 

 Hasil pelaksanaan tugas pembantuan berupa (Pasal 17 ayat (1)): 

a. Pemerintah Daerah provinsi terdiri atas capaian kinerja: 

1. tugas pembantuan yang diterima dari Pemerintah Pusat; dan 

2. tugas pembantuan yang diberikan kepada Pemerintah Daerah kabupaten/ kota. 

b. Pemerintah Daerah kabupatenlkota terdiri atas capaian kinerja: 

1. tugas pembantuan yang diterima dari Pemerintah Pusat; dan 

2. tugas pembantuan yang diterima dari Pemerintah Daerah Provinsi. 

 Hasil pelaksanaan penugasan Pemerintah Daerah berupa penugasan Pemerintah Daerah 

provinsi dan/atau Pemerintah Daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa (Pasal 17 ayat 

(2)). 

 Hasil pelaksanaan tugas pembantuan dan penugasan juga memuat permasalahan dan upaya 

penyelesaian setiap tugas pembantuan atau penugasan (Pasal 17 ayat (3)). 

 Kepala daerah menyusun LKPJ berdasarkan format yang ditetapkan oleh Menteri (Pasal 18 

ayat (1)). 

 LKPJ disusun berdasarkan pelaksanaan program dan kegiatan yang ditetapkan dalam 

dokumen perencanaan dan anggaran tahunan (Pasal 18 ayat (2)). 

 Kepala daerah menyampaikan LKPJ kepada Dewan Perwakilan Ralryat Daerah dalam rapat 

paripurna yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat 3 (tiga) bulan 

setelah tahun anggaran berakhir (Pasal 19 ayat (1)). 

 Dalam hal kepala daerah berhalangan tetap atau berhalangan sementara, LKPJ disampaikan 

oleh wakil kepala daerah selaku pelaksana tugas kepala daerah kepada Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah dalam rapat paripurna (Pasal 19 ayat (2)). 

 Dalam hal kepala daerah dan wakil kepala daerah secara bersamaan berhalangan tetap atau 

berhalangan sementara, LKPJ disampaikan oleh pejabat pengganti kepala daerah kepada 

Dewan Perwakilan Ralryat Daerah dalam rapat paripurna (Pasal 19 ayat (3). 

 Paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah LKPJ diterima, Dewan Perwakilan Ralryat Daerah 

harus melakukan pembahasan LKPJ dengan memperhatikan (Pasal 20 ayat (1)): 

a. capaian kinerja program dan kegiatan; dan 
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b. pelaksanaan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah dalam 

menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah 

 Berdasarkan hasil pembahasan LKPJ, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah memberikan 

rekomendasi sebagai bahan dalam (Pasal 20 ayat (2)): 

a. penyusunan perencanaan pada tahun berjalan dan tahun berikutnya; 

b. penyusunan anggaran pada tahun berjalan dan tahun berikutnya; dan 

c. penyusunan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, dan/atau kebijakan strategis 

kepala daerah. 

 

 

Disclaimer: 

Ulasan hukum dalam catatan berita ini merupakan informasi yang bersifat umum bagi publik, bukan 

merupakan suatu pendapat/pendapat hukum BPK Perwakilan Provinsi NTB 
 

 

 


